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PEMTUMN GUBEINUR GORONTALO

NOMOR 19 TAHUN 2012

TE'\trANG

PERUBAHAN ATAS PEMTURAN GUBERNUR ISORONTALO NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANGTATA CAM PEMBERTAN DAN PER]ANGGUNGJAWABAN SUASTDT, iTBA;I,
BANTUAN SOSI,AL DAN BANTUAN KEUANGAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN MHMATIUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONIALO,
bahwa berdasarkan ketenrtran pasar 133 ayat (3) peraturan Menteri Daram
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terah beberapa kari diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,
pedu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi,
hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapaban dan Belanja Daerah provinsi Gorontalo;
bahwa pengaturan tentang Tata Cara pemberian dan pertanggungJawaban

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Gorontalo yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2012
bebenpa Pasal mengalami perubahan sehingga perlu penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan Atas
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan

Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyankabn
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan;,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); ..-i
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3.

4.

5.

6.

9.

10.

11 .

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang t(euangan Negara
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003 Nonlor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g2);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenbng pemeriksaan pengelolaan

dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,1437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembann Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembardn Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lembann Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Perahlran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerinbah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahanp
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); \-/

t2.
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13' Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 457g);

14. Penturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daerah provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara pengadaan

Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 5202);

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor
03 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menebapkan : PERUMHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 04 TAHUN

2012 TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH,

BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
I

ANGGAMN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO. J
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Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2012
tentang Tata Cara pemberian dan pertanggungjawaban Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Gorontalo (Berita Daerah provinsi

Gorontalo Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga bunyinya sebagai berikut :

Pasal 28
(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah perjanjian Hibah

Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Gubernur/Wakil
Gubernur/Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKpD atas nama
Gubernur, dengan penerima hibah.

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sebagai berikut:

a, hibah diatas Rp.1.000.000.000,- (satu

ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo;

milyar rupiah)

b. hibah diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai

dengan Rp.1,000.000.000 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh
Wakil Gubernur Gorontalo;

c. hibah diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;

d. hibah sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah provinsi

Gorontalo;

(3) Pemberian hibah di luar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Gubernur ini mengikuti peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga bunyinya sebagai berikut :

Pasal 34
('1)Pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KpA) dan pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PP-fg atas pemberian hibah meliputi:
a, usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur, Wakil

Gubernur;

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar
hibah;

c, NPHD;

penerima

t
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d. surat pemlataan dari penerima hibah yang menlatakan bahwa
hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD
(bermaterai);

e. buKi transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti
serah terima barangljasa atas pemberian hibah beruoa
barang/jasa;

f. Permohonan Pencairan dana dan kwitansi pendukung yang telah
ditandatangani kedua belah pihak.

(2) Penerima Hibah diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh /ima juta rupiah )
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur
Gorontalo melalui PPKD.

(3) Penerima Hibah dibawah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah )
pertanggungjawaban berupa Proposal, Kwitansi dan Naskah Hibah.

Pasal 1l

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tangga,l di tetapkan.

Agar setiap onng mengetahuinfa, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi

Gorontalo,

BERTTA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 19
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